GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN

Menimbang :

Mengingat

a.

1,

TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Gubernur
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur, belum mengatur secara tegas
tentang tenggang waktu penyampaian pertanggung
jawaban dan sanksi sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan  Ketiga  Peraturan  Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
465);

5. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 71
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
diubah dengan :




-3-

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun
2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Pasal 22

Penerima Hibah bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan
material atas penggunaan dana Hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima Hibah berupa uang meliputi :

a. laporan penggunaan Hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah
yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa
barang/jasa.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai objek
pemeriksaan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan
SKPD/Unit Kerja terkait yang menerbitkan rekomendasi dan Inspektur
Daerah Provinsi Kalimantan Timur, paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal masih terdapat sisa kegiatan yang belum dilaksanakan,
penerima Hibah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal Akhir Bulan
Desember Tahun berikutnya.

Dalam hal penerima hibah sampai dengan batas waktu sebagaimana

dimaksud ayat (5) tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban
diberikan sanksi tidak dapat bantuan hibah Kembali.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 September 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 September 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 56.

Sahnan sesuaJ dengan ashnya




